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EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHAPUSAN DENDA ADMINSITRASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KANTOR SAMSAT KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Amelia Rahmayani
187310439

Penelitian_ini. dilakukan:'pada Kantor Samsat Simpang Tiga Kota Pekanbaru
dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan penghapusan denda
administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di
Kantor Samsat Simpang Tiga Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor
penghambat dalam pelaksanaan program penghapusan denda administrasi Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Samsat
Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan pendekatan induktif, sedangkan metede pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan menggunakan
tiga indikator efektivitas dari Duncan dalam Steers dengan enam sub indikator.
Tiga inikator tersebut yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa Efektivitas penerapan penghapusan denda administrasi
Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Samsat
Simpang Tiga Kota Pekanbaru dikatakan cukup efektif, faktor penghambat
pelaksanaan penghapusan sanksi‘administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada
masa pandemi Covid-19 ni adalah sosialisasi yang belum maksimal, tidak
cukupnya waktu yang diberikan sehingga harus diperpanjang hinga dua kali
periode, serta para pegawal dan wajib pajak yang harus beradaptasi dengan
keadaan masa pandemi covid-19 pada saat penerimaan wajib pajak.

Kata kunci : Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, penghapusan denda
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THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE ABOLITION OF
MOTOR VEHICLE TAX ADMINISTRATION FINE DURING THE COVID-
19 PANDEMIC AT THE SAMSAT OFFICE, PEKANBARU CITY

ABSTRACT

Amelia Rahmayani
187310439

This research was conducted-at the Simpang ‘Tiga,Samsat Office in Pekanbaru
City with the"aim of “knowing the effectiveness of ithe implementation of the
abolition of administrative fines for the Motor Vehicle Tax (PKB) during the
Covid-19 pandemic at the Simpang Tiga Samsat Office, Pekanbaru City and to
determine the inhibiting factors in the implementation of the fines elimination
program. Administration of Motor Vehicle Tax (PKB) during the Covid-19
pandemic at the Simpang Tiga Samsat Office, Pekanbaru City. This study uses
descriptive qualitative methods with an inductive approach, while the data
collection methoeds used are interviews, documentation, and observation. By using
Duncan's three effectiveness indicators in Steers with six sub indicators. The three
indicators are Goal Achievement, Integration, and Adaptation. So it can be
concluded that the effectiveness of implementing the abolition of administrative
fines for Motor Vehicle Taxes during the Covid-19 pandemic at the Simpang Tiga
Samsat Office in"Pekanbaru City Is said to be quite effective.s, not enough time
was given so thatit had to be extended for two-periods, as well as employees and
taxpayers who had to adapt to the conditions during the COVID-19 pandemic at
the time of receipt of taxpayers.

Keywords: Effectiveness, Motor Vehicle Tax, elimination of fines
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia _i

nyelenggaraan

t mewujudkan

keadilan sosial. Cita-cita
membangun warga Yyang adil dan makmur, jasmani dan rohani pada Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan dari pancasila buat mencapai
impian bangsa. Salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara
merupakan penyelenggaraan swatantra wilayah.

Zaman globalisasi masa ini, suatu negara wajib menjalankan cakra

perekonomian menggunakan baik. Hal ini berdominasi terhadap pembangunan



Undang-Undang. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai
tujuan akhir menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam
naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam menjalankan pemerintahan
dan pembangunan, pemerintah..membutuhkan dana yang.tidak sedikit. Dana
tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu
negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun juran dari masyarakat.

Negara Indonesia dalam hal penerimaan atau pemasukan negara berasal dari
pajak. Salah satu penerimaan terbesar negara Indonesia adalah pajak. Pemerintah
dalam meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri ialah dengan salah satu
cara dikebijakan bidang perpajakan. Tidak akan berjalan lancar roda pemerintahan
tanpa adanya.penerimaan dalam negeri yaitu dart sektor pajak harus selalu
ditingkatkan. Oleh karenanya pemerintah selaku pengelola pajak harus berusaha
memberikan kemudahan pada masyarakat dengan menyediakan prasarana
perpajakan yang memadai sekaligus menerapkan peraturan dan kebijakan sesuai
kondisi sosial ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas-asas yang ada.

Pajak menurut” Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 ialah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H mengatakan bahwa
Pajak adalah iuran rakyat kepada kasa negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar biaya pengeluaran
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umum (Pudyatmoko, 2009:1). Yang dimaksud dengan Pajak adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang

digunakan unt e ai intah Daerah dan

an B. llyas

dan Richa rton ‘ Va peberapa unsur yang

aturan pelaksanaannya.

b. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

pemerintah.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal
ini pola pengaturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
semula sentralisasi diubah menjadi desentralisasi guna meningkatkan kemandirian
pemerintahan daerah. Sedangkan. tujuan dari-otonomi daerah itu sendiri adalah
untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban dan tugas yang biasa
dilaksanakan oleh pemerintah.dagerah ‘itu sendiri, sesuai dengan tujuan otonomi
diatas maka pemerintah” daerah memiliki tugas untuk mengelola potensi-potensi
yang dimiliki-yang dapat menjadi pendapatan daerah guna mensejahterakan
rakyatnya.

Pajak daerah merupakan salah satu aspek pendukung terhadap pencapaian
tujuan pembangunan daerah selain dari aspek sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya lainnya. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota
harus mengefektifkan Pajak-Daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) . Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah
yang bersumber dari daerah itu sendiri salah satu sumber pendapatan terbesar
daerah adalah pajak daerah , menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah;.pajak daerah merupakan kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Kemampuan Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya
sendiri sebagai daerah otonom sangat ditentukan oleh tersedianya sumber-sumber

pembiayaan yang cukup. Dimana sumber-sumber pendapatan daerah yang diatur
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dalam pasal 157 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah terdiri atas;

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu;

2. Dana pe

Dana perimbangan Yz erikan kepada daerah dari bagian dana

penerimaan pajé a 5  untuk hn pusat dan 90%

satunya adalah menerima Pajak Daerah yang merupakan hasil dari penggalian
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan biaya penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan jenis pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Provinsi merupakan pajak yang

dikelola oleh pemerintah provinsi salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor



(PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan
Daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan
pembangunan daerah yang potensial, dibayar oleh masyarakat dan lingkungan
untuk membiayai-pembangunan.. Apabila_pajak tidak dibayar oleh masyarakat
akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan, pembangunan tidak
akan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Maka dari itu dikarenakan
pesatnya pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor Pajak Kendaran Bermotor
(PKB) menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

Perekonomian di Indonesia saat ini sedang dalam situasi yang cukup sulit
dimana terjadinya penurunan pendapatan daerah yang disebabkan munculnya
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang disebabkan oleh virus Corona
(Coronavirus) yang baru saja ditemukan. Akibat belum ditemukannya vaksin
Coronavirus tersebut mengakibatkan cepatnya penyebaran virus tersebut hingga
tidak terkendali, sudah 200 lebih negara melaporkan ada masyarakatnya yang
terjangkit Coronavirus ini dan pada 2 maret 2020 Coronavirus masuk ke
Indonesia.

Dampak dari Covid-19 yang semakin.berkepanjangan yang menyebabkan
proses produksi yang terhambat serta ketenagakerjaan yang mana para pekerja
harus dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri
Keuangan Sri Mulyani memprediksi adanya penurunan pendapatan negara sebesar
10 persen pada tahun 2020. Penurunan pendapatan ini merupakan akibat dari
penyebaran wabah Covid-19. Salah satu dampaknya adalah pendapatan Negara

yang berasal dari pajak. (Siregar, 2020). Yang mana dalam upaya pembayaran



pajak kurang optimal, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah
mengeluarkan kebijakan penghapusan denda administrasi pajak kendaraan.
Penghapusan sanksi pajak kendaraan merupakan suatu tindakan yang dilakukan
oleh suatu negara-untuk menderong wajib_pajak yang mengalami keterlambatan
dalam pembayaran wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak.

Adanya kebijakan pajak.terhadap kendaraan bermotor ini dikeluarkan oleh
masing-masing Provinsi yang memiliki kewenangan dalam mengelola pajak
daerah, tidak terkecuali Provinsi Riau. Dalam hal ini juga melakukan upaya
meminimalisir penurunan pendapatan daerah dengan mengeluarkan kebijakan ini
dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
kendaraannya, dan membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-
19 agar tidak mengalami kendala pembayaran denda pajak kendaraanya, selain
untuk membantu meringkankan wajib pajak yang terkena dampak pandemi covid-
19 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek
pajak yang selama ini dirasa masih kurang efektif.

Maka dari itu Pemerintah. Provinsic Riau telah menerbitkan aturan
penghapusan sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2021.
Yang mana regulasi ini diharapkan, bisa membantu masyarakat terdampak
Pandemi COVID-109.

Adapun dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor khususnya roda 2 dan roda

4 yang membayar pajak di Kota Pekanbaru selama 2 tahun terakhir pada masa
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pandemi covid-19 yaitu tahun 2020-2021 yang selengkapnya dapat dilihat pada

tabel berikut:

mengalami pe atan . d an kendaraan
roda 4 mengala " | _, 3.308 m 59 ya embayar pada
tahun 2020-

Pada elitia I pe bayaran pajak
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Tabel 1.2 Mekanisme Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Peneyerahan
Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19

Wajib Pajak

Loket
Pendaftaran

Loket
Pembayaran

Pemeriksaan

Hasil

Mencari
Informasi
Ke

Sam

A 4

Mengi
formulir
melengka
persyarata
permohonal
penghapusa

denda

administras

Surat
Keterangan
Kekurangan
Persyaratan

Surat Tanda
Terima
Berkas

!

Membayar
PKB

Tanda
terima lunas

Surat
Keterangan
Samsat

Arsip tanda
pembayaran

Proses

A 4

Cek dan
pemeriksaan
kelengkapan

v

STNK/PKB

v

Diterima

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga 2022
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Kemudian dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor khususnya roda 2 dan
roda 4 yang membayar pajak di Kota Pekanbaru selama 2 tahun pada masa
sebelum pandemi covid-19 atau sebelum program penghapusan pajak kendaraan
bermotor pada masa pandemi-covid-19 ini_belum diberlakukan yaitu pada tahun
2018-2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3: Jumlah kendaraanbermotor 'yang membayar pajak pada masa
sebelum pandemr covid-19

No. Tahun | Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Penerimaan Pokok
PKB

1 2018 A9 T4 Dot AL Rp. 138.248.782.728

2 2019 128.822 56.013 Rp. 138.821.206.820

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga 2022

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan roda 2
dan 4 selama dua tahun sebelum masa pandemi 2018-2019. Pada tahun 2018
pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 yaitu berjumlah 135.562 unit dan
untuk kendaraan roda 4 yaitw53.771 unit dengan total besaran pokok sebesar Rp.
138.248.782.728. Sedangkan pada tahun 2019 pembayaran pajak kendaraan roda
2 yaitu sejumlah 128.822 unit dan untuk roda 4 yaitu.56.013 unit kendaraan
dengan total besaran pokok sebesar Rp. 138.821.206.820.

Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nemor No.30 Tahun 2021 ini berlaku
tiga bulan, pembayaran bisa dilakukan sampai dengan tanggal berakhirnya
pelaksanaan program penghapusan, yaitu 9 November 2021. Adapun besaran
penghapusan denda yang diberikan kali ini adalah sebesar 100%. Yang mana
masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor hanya
membayarkan pajak pokoknya saja. Mulai dari pemilik kendaraan roda dua, roda

tiga hingga roda empat perorangan, instansi pemerintah hingga perusahaan.




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

11

Adapun dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru yang
membayar dan tidak membayar pada masa pandemi covid-19 selama 2 tahun

terakhir yaitu tahun 2020-2021 yang selengkapnya dapat diihat pada tabel berikut:

Ber mbayar dan tidak

!L‘r“ ““Q‘Q'ﬁ Qa.‘ AMSAT Kota

Tidak
Membayar
Pajak

7.118

imaan (Tunggakan
PKB+ Pokok PKB)=

Dari tabe ata eta va jumlah kendaraan bermotor

roda dua sela : e a ami peningkatan.

membayar pajak mengalami pen ang mana pada tahun 2020 yang tidak
membayar pajak hanya sebanyak 6.152 unit tetapi pada tahun 2021 menjadi
sebanyak 7.118 unit kendaraan bermotor roda dua. Dengan total penerimaan pada
tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 22.739.687.585 dan tahun 2021 yaitu sebesar Rp.
26.073.083.352. Jika ditotal kan dengan denda yang telah dihapuskan adalah

sebesar Rp. 1. 385.037.582 di Kota Pekanbaru.
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Terdapat beberapa fenomena yang didapatkan oleh penulis untuk

mendukung penelitian ini, sebagai berikut :

Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan penulis yang sudah dipaparkan maka penulis
selanjutnya merumuskan masalah penelitian yang dihadapi adalah :“Bagaimana
efektivitas penerapan penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor

pada masa pandemi covid-19 Kota Pekanbaru?”
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan penghapusan denda administrasi

khususnya di
ini  sebagai

Jibangku kuliah

c. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan
mahasiswa khususnya tentang Efektivitas Penerapan Denda Administrasi

Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19
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BAB 11

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

konsep u
1. Konsep

Me ala 37) Pemerintahan
dalam arti lua : ¢ ‘- - -L ih entitas te Ja saat tertentu
pula. Kata

pengendali

juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai
pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada. (Musanef,1992;15)
Pemerintahan menurut (Yusri Munaf 2015;47) adalah Pemerintahan dalam
paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan
berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma yang baru pemerintahan

dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan
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dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan bermasyarakat dalam

suatu pemerintahan atau Negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat

bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga

sedangkan dalam pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif termasuk
juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif)
dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif)

Fungsi pemerintah secara umum menurut Musanef (2002;22) adalah :

a. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan,

pembangunan
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b. Pembinaan masyarakat secara subtantif, menurut Rasyid (2001;48), tugas

pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

a. Pelayanan (service)

setiap orang mel an | g Ota masyarakat
yang bersang ya a ai_dengan tuntutan
(harapan) ; g j ) -H :.f i an warga Negara asing atau
siapa saja g pada suatu sa '. : : '_'_ C ayah Indonesia

maka berhak menerima la aJib melayaninya.

Fungsi ini dilakukan pemerintah dengan membuat perundang — undangan
yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat, karena masyarakat
menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam
hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan
memberikan sanksi bagi yang melanggarnya

b. Fungsi pemberdayaan
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Fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta
masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan, kecuali pemberdayaan

itu juga dilakukan pada kalangan aparat itu sendiri agar mereka lebih berkualitas

manageme
tindak pe

governmen
drafting (p

sebagainya)

Q@.

objek, universal, sistematik @

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local
government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti
pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah

lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007;24).
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Pemerintah  lokal pada pengertian pertama, menunjuk pada
organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan
daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada
organisasi yang .memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam
artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Kedua lemhaga=ini yang: menggerakkan kegiatan pemerintahan
daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga .ini dimaknai dengan
Pemerintah daerah (local government atau local authority).

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua, menunjuk pada kegiatan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah_ daerah. Dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-
kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada
hakikatnya merupakan fungsi,untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang
dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut
sama dengan fungsi- pemerintah pusat yang meliputi. fungsi legislatif, fungsi
eksekutif dan fungsi yudikatif. Pemerintahan daerah (local government) pada
dasarnya hanya melaksanakan fungsi“legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan
fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan
kebijakan pemerintahan daerah. Jadi, bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi
parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. Sementara itu, fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan

peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan
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Pengadilan lainnya). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang
dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh

pejabat yang diangkat/birokrat lokal Menurut Hoessein (dalam Hanif, 2007:24).

juk pada wilayah

AR D)

peraturan daera ) pada eh pemerintahan
daerah sed: [ j -H 3 ae judkan dalam
implementasi pe a : , ;.' ‘ : egiata atan yang berkenaan
dengan pelaks r i olak : dan pembinaan
masyarakat.

Menuru jalam Hani J.menyitir pendapat de
Guzman dan eS : emerintahan daerah

meliputi:

negara.

b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum.

c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh
penduduk setempat.

d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan

perundangan.
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e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.
Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan

daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan

gan antara realisasi dan target
penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dalam melakukan pembayaran pajak.

Mardiasmo (2017: 134) berpendapat bahwasanya efektivitas adalah ukuran
berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila
suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan

efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak
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(outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program.
Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau

sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

b. Integrasi
Integrasi merupaka ) gka ganisasi dalam

mengadakan SoSia i enj gan a C sasi untuk mencapai

Peningkatan kemampuan, (2) Sarana prasarana.
3.2 Efektivitas Program Penghapusan Pajak

Sumaryadi (2005:105) seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh
mana orang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Ini
dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai

dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu,
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tenakan, dan lainnya. Adapun kriteria yang dijadikan ukuran efektivitas yaitu
produktivitas, kualitas, efesiensi, fleksibelitas, kepuasan.

Sedangkan menurut Julia (2010: 26) efektivitas program dapat dirumuskan

sejauh  mana sasaran

dicapai. S ata : Ak indakan yang
dilakukan ses jan ha ang d : gunakan sebagai

tolok ukur embs antara re dan" proses yang dilakukan

dengan hasi
4. Pajak
4.1 Konsep

Pajak ad tang oleh orang
pribadi atau bad ang-Undang, dengan
tidak mendapatkan ‘@ . dan. digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarny
terdapat 5 unsur yang terkandung dalam pengertian pajak, antara lain
(Burton&llyas,2013:6-7) :

a. Pembayaran pajak harus berdasarkan UU

b. Sifatnya dapat dipaksakan

c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh

pembayar pajak



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

23

d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun

daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)

e. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment.(Charistina Irwati Tanan, 2021).

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 ialah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Menurut Wiryawan B. llyas dan Richard Burton (2004:5) disimpulkan

f. Dipergun
pemerintah

Dari defe ajak as dape | n.bahwa ciri-ciri

d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.
4.2 Fungsi Pajak
1. Fungsi Budgeter atas Pajak
Menurut Rochmat Soemitro dititik beratkan pada sektor publik yang
mengandung makna bahwa : (Sumyar 2004 38-39):

a. Upaya Pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

25

b. Dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

c. Sisa atau Surplus dari dana tersebut digunakan untuk membiayai

investasi pemerintah (public investment atau public saving)

berkaitan , ebijakan N3 ! ‘-y menata dan
memantapk

3. Fungsi

Pajak berfungsi se Redis ibu i ang dihimpun  dari

masyarakat, disa embali kepada masyaraka ) bentuk lain demi

terwujudnya keadilan sosi : syarakat melalui

Fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai
dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi regulerend
Fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
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c. Fungsi demokrasi

Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-

royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan

Widyaningsih 2013;4)
Menurut Siti Resmi (2013:7) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga
kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan
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a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh

wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau

pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

pajak, mis

Contoh: paj apat pertambahan

nilai terhadz sen atau pihak

yang menju ang te i : en baik secara

atas:
a) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan
melunasi pajak;
b) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu
beban pajaknya;
c) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani

pajak.
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2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan keadaan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas

barang mewah.
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b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah

tingkat | (pajak provinsi) maupun daerah tingkat Il (pajak kabupaten/kota) dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Menurut Siti Resmi (2013:10) menyatakan bahwa terdapat tiga asas
pemungutan pajak, yaitu:
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan

yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili
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atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan
pajak atas seluruh penghasilan yang di perolehnya baik dari indonesia maupun
dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

fo,‘

orang pribadi atau badan 'y

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termuat di dalam
Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah
kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan

dan kepentingan umum suatu daerah.
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Siahaan (2016:10) mengatakan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

Sistem ini merupakan perwujudan Official Assessment System yaitu sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus)
untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh
seseorang.

c. Dipungut oleh pemungut pajak.
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Sistem ini merupakan perwujudan dari Witholding System yaitu sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk

memotong/memungut besarnya pajak yang terhutang.

Bermotor adalah 'Q
0

bermotor. Pajak Kendaraa
hukum dan objek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atas kendaraan
bermotor.

Keputusan Gubernur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur
dalam PERDA Propinsi Riau No. 13 Tahun 2002 ketentuannya pada Bab |

(Ketentuan Umum) pasal 1 ayat 7 sebagai berikut : “pajak kendaraan bermotor
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adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan
bermotor’’.

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak kendaraan bermotor yang

Propinsi R N 2 : aan beroda dua atau lebih
beserta gandeng ligunaka an-digerakkan oleh
peralatan t ) - { erfungsi  untuk
mengubah sua ‘ ‘j ‘- : -L :h_ ad ga gerak kendaraan
bermotor yang-bersa lat berz at-alat besar yang

bergerak.

perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.”

Sedangkan Mardiasmo (2009:57) dalam buku “Perpajakan” menyatakan
Sanksi perpajakan adalah “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar

Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”
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b. Sanksi Administrasi
Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-

masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajik

melakukan
KUP dapat
dy (2008:155)

erugian kepada

dengan sanksi
administrasi negara dan

pembayaran &

S\

-
<

Sanksi a \dapun jenis-jenis

sanksi menurut 198) adalah sebagai

berikut :

yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran
yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak
yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban

yang diatur dalam ketentuan material.
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c. Sanksi dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan setiap produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah

menganut sanksi. Begitupun pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

bunga sebesar
terutang pajak.

saat mendaftar.

Keringanan

a. Kendaraan "“-rﬂ"' daskan dari pajak
terhutang sepanjz .ﬁ:ﬂ' tuk jenis Sedan dan
Stasion Wagon. ‘-’

N

b. Mobil pemadam kebaka anan sebesar 75 % dari pokok
pajak.
c. Mobil Ambulance atau mobil jenazah diberikan keringanan 50 % dari pokok
pajak.

d. Kendaraan yang dimiliki oleh lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang

sosial keagamaan diberikan keringanan 25 % dari pokok pajak terkecuali untuk

Sedan dan Stasion Wagon.
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B. Penelitian Terdahulu
Permasalahan yang hampir sama juga pernah diteliti oleh mahasiswa

terdahulu sebelum peneliti, namun tetap ada perbedaan antara penelitian yang

y Perbedaan
Penelitian

4

1 i - Analisis Prose Peneliti

' sebelumnya
melakukan
penelitian
terhadap
proses
pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administrasi,
sedangkan
peneliti
mengenai
pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administrasi,
pengurangan
atau
pembatalan
SKP atau STP.

2. Rachmawati Upaya Hukum Wajib | Peneliti Peneliti
(2011) pajak Atas Surat Sebelumnya sebelumnya
Ketetapan Pajak melakukan melakukan
Kurang Bayar Yang penelitian penelitian
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1 2 3 4
Ditetapkan menggunakan hanya
OlehFiskus Dalam metode membahas
Pemenuhan Hak penelitian mengenai Surat
Wajib pajak. deskriptif Ketetapan

Pajak,

se

etetapan
~ | Surat Tagihan

’engahapusan
sanksi

Peneliti
sebelumnya
menggunakan
teknik
pengumpulan
data
wawancara
dan studi
pustaka.
Teknik analisis
data: yuridis
deskriptif

Sumber : modifikasi penulis 2022

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh
Syaiful, Rachmawati, Yafie Setiawan, Shintiana Salam menggunakan konsep
yang berbeda. Metode yang digunakan oleh para peneliti ini ialah metode

Deskriptif Kualitatif dengan Jenis Yuridis Empiris.
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Kemudian penelitian yang dilakukan memfokuskan kepada program
penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam kepatuhan

wajib pajak yang diatur oleh pemerintah kepada masyarakat.

Optimalnya Penghapusan Denda Pajak

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022
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D. Konsep Operasional
a. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin

besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan,

, %

o
o
o
s

sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor
yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak.

e. Sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara
dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan

kenaikan.
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f. Pencapaian tujuan merupakan seluruh usaha yang dilakukan untuk

mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk menjamin tercapainya tujuan

tersebut diperlukannya suatu proses atau tahapan.

peniliti lain yang ingin melakukan penilitian dengan menggunakan variable yang
sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya
melakukan pengukuran terhadap variable yang dibangun berdasarkan konsep yang
sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur

pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

41

Tabel 11.2: Operasional Variable

Konsep Variable Indikator Sub Inikator
1 2 3 4
Efektivitas Efektivitas 1. Pencapaian | a.Terlaksananya
merupakan : Tujuan perencanaan sesuai target
hubungan antara : g telah ditetapkan

a Y
L0 e

terhadap
tujuan,
makasemal

v
organisasi, f o N
atau ’ <sarn an sosialisasi
kegiatan”( ‘@ fiakat
2005:92). .
' 1‘ 3
gkatan kemapuan
’ gﬂ beradaptasi
’ ﬂ si pandemi
' AL
" - t akan protokol
Sumber : modi
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

objek pene

seperti

sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi. Menurut Creswell (2010:19)
penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan mamahami
makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan
B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari
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objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.
Penelitan ini dilaksanakan di Kantor Samsat Kota Pekanbaru disebabkan karena

Kantor Samsat Kota Pekanbaru merupakan salah satu pelayanan yang melakukan

<>

taw

rman adalah
lukan peneliti
si sosial yang
sedang dit ak Wan Suasty

Saleh, S.Sos Provinsi Riau.

SAEAAN

Yang man aki r J}' ebagai Kepala

Subbagian Ta

pada penlitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas dan informan dalam
penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan
jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun berikut key informan dan

informan didalam penelitian ini adalah:
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Tabel 111.1: Jumlah Informan dalam penelitian tentang Efektivitas
Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota

D. Teknik

Infor a da rikan data dan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka
digunakan beberapa tekik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2013:137)
menjelaskan data primer dan data sekunder bahwa:

a. Data Primer
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Adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen

perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan

lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

1] .
adalah p Seno ! elitian dapat
menyesuai erhadap semua aspe : 3 at mengumpulkan
anekaragam data gus da pe ian ir i ) ulan data yang

digunakan yz

a. Observasi

'Q . dalam bentuk tertulis
ataupun bentuk soft copy ‘ ntor Samsat Kota Pekanbaru
selaku penyedia tempat pelayanan, data tersebut diteliti dan dipahami lebih
mendalam lagi secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dirasakan
dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung tatap

muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.
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Wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah
ditetapkan sekaligus melakukan survey kelokasi penelitian untuk melihat keadaan

yang nyata di lapangan. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari

narasumber yang.k 2 di_analisis dan 2 ara mendalam setelah

rvey yang

sesuatu yang sedang diselidik ent - elengkapi data

yang ada.

ala ne N Secara sistematis data
yang diperoleh dari ha Q @ ‘

\\‘W '

sehingga dapat dengan mudal temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain. (Bogdan dalam Sugiyono. 2013:244)

Pedoman wawancara dengan cara beberapa data yang diperoleh dari
pertanyaan yang diajukan saat wawancara dengan menggunakan pedoman
wawancara dikumpulkan. Selanjutnya sumber data dari informan yang ditunjuk

melalui tahap proses klasifikasi dan reduksi data.
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H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 111.2: Jadwal Penelitian Tentang Efektivitas Penerapan Penghapusan
Sanksi Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi
Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru.

Bulan, Minggu dan Tahun Ke
Oktober-
Desember

Jenis Januari Februari Maret April

No

Kegiatan 2021-2022 2022 2022 2022 2022

10208 491424 314[1|2|3]4/1/2|3|4

1. | Penyusun
an UP

2. | Seminar
upP

3. | Revisi
upP

4. | Penyusun
an daftar

wawanca
ra

5. | Survei
Lapangan

6. | Analisis
Data

7. | Penyusun
an
Laporan
Hasil
Penelitian

8. | Konsultas
I Revisi
Skripsi

9. | Ujian
Skripsi

10. | Revisi
dan
Pengesah
an
Skripsi

11. | Pengadaa
ndan
Penyerah
an
Skripsi
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

sebagai la

Senapelan

Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.
Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784
M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah
Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu"

selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan
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Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU",
yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu
mengalami perubahan, antara lain.sebagai berikut:
a. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19
Oktober 1919, Pekanbaru bagian-dari, Kerajaan,Siak yang disebut District. Tahun
1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur
berkedudukan di Pekanbaru. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh
seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik-menjadi Gun dikepalai oleh
Gunco. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103
Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota.
b. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten
Kampar, Kota Pekanbaru sdiberi status Kota Kecil. UU*"No.8 tahun 1956
menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil. UU No.1 tahun 1957
status Pekanbaru menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. Desember 52/1/44-25
tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibuketa Propinsi Riau. UU No.18
tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya. UU No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Kota Pekanbaru adalah ibu Kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota

ini merupakan kota perdangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat
pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu

bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan
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terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki,
serta dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat jadi kota dagang yang
multietnik, Keberagaman ini.telah menjadi- modal sosial dalam mencapai
kepentingan bersama untuk di manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.
Perkembangan kota ini pada-awalnya tidak; terlepas dari fungsi Sungai Siak
sebagai sarana transfortasi dalam mendrisdibusikan hasil bumi dari pedalaman
dan dataran tinggi minang kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-
18 wilayah Senapelan ditepi Sungai Siak, menjadi pasar (Pekan) bagi para
pedagang dari dataran tinggi Minang Kabau.Seiring dengan berjalannya waktu,
daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai.

Agama Islam merupakan salah satu Agama yang dominan di anut oleh
masyarakat Kota Pekanbaru;-sementara pemeluk agama kristen, Buddha, Katolik,
Khonghucu dan “Hindu juga terdapat di kota Ini. Sebagai bagian dalam
pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994, di tunjuk untuk
pertama kalinya menyelenggarakan Musabagah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat
nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-Qur’an ini, jika sebeluumnya
diikuti olh satu utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap
provinsi mengirim 6 orang utusan.

2. Letak Geografisnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No0.9 tahun 1987 tanggal 7 September

1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km? menjadi lebih

kurang 446,50 Km2, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil
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pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.lI Riau maka ditetapkan luas
wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 Km?. Secara geografis kota Pekanbaru

memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung

r dan berada
pada keting a ini termasuk
beriklim t Jan su 1d3 S 34,1°C hingga
35,6°C dan sul 1um anta ";: ‘- ‘ :-‘_; A Pekanbaru terletak

antara 101 34 imur 5° Lintang Utara.

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
e Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai
berikut :
1. Pekanbaru Taluk Kuantan = 118 Km

2. Rengat =159 Km
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3. Tembilahan =21.3,5 Km

4. Kerinci =33,5 Km

5. Siak =74,5 Km

gerbang Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional

khususnya bertetangga dekat dengan negara Asean.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km yang
kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan
Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6

kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km,
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setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari
wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah kota Pekanbaru yang kemudian

ditetapkan melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia NO. 19 tahun 1987.

Sukajadi, K

Kota Peka

b. Misi Kota Pekanbaru
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, sertamemperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) Misi pembangunan jangka

menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:
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Pertama: Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertagwa, Mandiri,

Tangguh dan Berdaya saing Tinggi

Kedua: Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup

nfrastruktur

ada Tiga Sektor

Keempat: 'E
an MICE)

Kelima:

B. Gamba

Siste ( i o[of: ' at) yaitu kantor
administrasi entuk ! n an percepat pelayanan
an. 0 lam satu gedung.
L
end

kepentingan

Contoh dari Samsat ada ! ‘

menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan
dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor

yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".


https://kumparan.com/topic/kendaraan-bermotor
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Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap didirikan berdasarkan Instruksi
Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Keuangan Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor: 29 Tahun 1999, Nomor:

Bermotor (] Jan Pungutan

Pajak Ke aan Bermotor

(BBNKB) Lintas Jalan

(SWDKLLJ).'SA er as 3 (tiga : a an, Pemerintah

Daerah serta

Pendaftaran Kendaraan eks lelalng / putusan pengadilan
b. Pendaftaran Bea Balik Nama Kedua dan seterusnya/ BBN Il mencakup:
1. Pendaftaran kendaraan tukar nama, rubah bentuk, ganti warna ganti nopol,
pindah alamat.
2. Pendaftaran kendaraan mutasi keluar daerah

3. Pelayanan cek fisik kendaraan bermotor
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4. Perpanjangan STNK setiap 5 tahun

5. Pengesahan STNK setiap 1 tahun

Adapun visi dari Kantorr SAMSAT Kota Pekanbaru yaitu:”Terwujudnya

Masyarakat Adalah Citra Pelayanan Kami”. Sedangkan janji layanan pada
Kantor SAMSAT Kota Peknbaru “Pelayanan Yang Cepat, Aman, Benar, Tidak
Diksriminatif Dan Akuntabel”.

C. Strukur Organisasi

Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan

berbagai komponen yang menyusun perusahaan, dimana setiap individu atau
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Sumber Daya Manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki
posisi dan fungsinya masing-masing.

Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan

garis yang
bertingkat) sun perusahaan
kemudian ktivitas dalam
perusahaan

Strukt rga i 2 tuk mendefinisikan

hierarki dala rganise ( It 1 apkan cara sebuah

terendah hingga sampai tingkat tertinggi. Disamping itu degan adanya struktur
organisasi tersebut para pekerja akan mengetahui bidang pekerjaan apa yang harus
mereka kerjakan dan kepada siapa mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya
tersebut.

Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan

sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan
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keahliannya. Dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang diharapkan tersebut
pimpinan dapat mempergunakan bantuan orang-orang yang mau bekerja sama

pada instansi yang dipimpinnya.

Sehubung { - aka ministrasi Manunggal

B 4Ny paent s
£ an instansi

ng bergerak

méa

‘\\m\xﬁ\%\'\ ,

N

J)
Q
©
S
=~
®
<Q
=
>
S

instansi ya

Pekanbaru
Penerimaan

organisasi te

JJJJJ

Gambar 1V

Kasi Penerimaan Kasi Pembukuan Dan
Pengawasan

Sumber: Kantor Samsat Kota Pekanbaru
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Susunan organisasi di unit Pelaksana Tekis Pendapatan Pekanbaru Dinas

Pendapatan Provinsi Riau terdiri dari:

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis

b. Kepala Sub Bagian Te q a ‘ ““

Subbagian Tata Usaha n gas melaksanakan penyiapan urusan
surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung,
sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis,
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mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan
tugas, bagian tata usaha memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin, mengatur dang mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana

4.
5 it Pelaksana
c. Kepala S
eorang Kepala
Bidang yan a : ala Unit Pelaksana
Teknis, me ) . ala i ana Teknis. Dalam
melaksanakan " tuga ang Peneri 08 daerah memiliki

2. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah;

3. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;

4. Pelaksanaan evaluasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan program
kerja bidang penerimaan;

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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6. Kepala Sub Bidang Penagihan pengawasan Bidang penagihan dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugas,
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Efektivitas Penerapan

informasi. Penelitian sang 0 : an identitas penelitian agar
pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasilnya dapat di
pertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas, pasti telah sesuai dengan
substansi penelitiannya. Dalam penelitian tentang Efektivitas Penerapan
Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi
Covid-19 Di Kantor Samsat Kota Pekanbaru ini penulis akan menjelaskan

mengenai identitas key informan dan informan yang diteliti. Hal-hal yang akan
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dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai identitas key informan dan
Informan pada tabel dibawah ini :
1. Jenis Kelamin Key Informan dan Informan

Data informan menurut-jenis_kelamin.ini perlu diturunkan sebagai bulan
analisis_faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam
mengetahul sejauh mana Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi
Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kota
Pekanbaru. Distribusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel V.1. Jenis Kelamin Key Informan dan Informan:

No Nama Key Informan & Informan Jenis Kelamin
1 Yulia Safitri (Key Informan) Perempuan

2 Chintia(Informan) Perempuan
3 Ratno (Informan) Laki-laki

4 Nur (Informan) Perempuan
5 Bambang (Informan) Laki-laki

Sumber: Hasil olahan data lapangan penelitian, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin key informan dan
informan dalam penelitian ini yaitu key informan.yang berjenis kelamin
perempuan berjumlah 1 orang yaitu lbuk Yulia Safitri, selaku Kepala Subbagian
Tata Usaha UPT Pe ngelolaan Pendapatan Simpang Tiga.

Informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang dan 2 orang
berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Key

Informan dan Informan dalam penelitian ini di dominasi oleh Perempuan.
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2. Tingkat Pendidikan Key Informan dan Informan
Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan

pendidikan kita dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan

masalah.

Tabel V..
Pendidika
No

|
|
2 (ol

dapat diketahui bahwa Key Info orman paling banyak adalah SMA
yaitu sebanyak 3 orang.
3. Usia Key Informan dan Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk

mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang

dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang
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diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau

tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan

B. Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat
Kota Pekanbaru

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah
yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan

daerah yang potensial, dibayar oleh masyarakat dan lingkungan untuk membiayai

diharapkan, |

Mardia
berhasil tidaknya penca ‘;: ‘- ) -L ‘ IS ENCE annya. Apabila
suatu organi apa _."“ set erjalan dengan

efektif. fektivi amba It t dan dampak

3. Adaptasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan wawancara satu per

satu dari setiap penelitian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan
yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat dipahami.

Berikut adalah hasil analisis Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda
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Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kantor
Samsat Kota Pekanbaru

1. Pencapaian Tujuan

Pence
sebagai Sus
mencapai t

diperlukan

3
%.
o
[ 4
?
ﬂ
£

akhir semak

<N
SR

berbagai aktivitas organisasi, mengingat perencanaan sebagai guite maka
perencanakan sebagai langkah awal yang akan menentukan tercapai atau tidaknya
tujuan organisasi, perencanaan yang baik selalu diupayakan oleh setiap organisasi

dengan harapkan akan mempermudah dalam setiap langkah-langkah kerja

kedepan.
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Berdasarkan hasil Wawancara menurut Kepala Subbagian Tata Usaha Unit
Pelaksana Teknis. 1bu Yulia Safitri, SH. Diruang kerja Kepala Tata Usaha Unit
Pelaksana Teknis beliau mengatakan bahwa:

“Karna diketahui tingkat.perekonomian-masyarakat.itu menurun selama
covid. Jadi_pemerintah Provinsi Riau melalui bapenda, mengambil kebijakan
dengan_mengadakan program pemutinan pajak. Dengan adanya program ini
memang sangat berimbas dengan target pendapatan. Target yang sebelumnya
tanpa adanya program ini, tidak tercapai. Tetapi setelah diadakan program ini

target tercapai bahkan.melebiii target yang telah /ditetapkan.” (Sabtu 16 April
2022 Jam 09.00)

Dari wawancara diatas maka dapat diketahui bahwasannya dengan
dilaksanakan program penghapusan denda administrasi pajak pada masa pandemi
covid-19 ini sudah terbilang pembayaran wajib pajak sesuai dengan target yang
telah ditetapkan, bahkan melebihi dari target yang semestinya. Yang mana dapat

dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel V.4 Target dan Realisasi:KeringanantPKB Tahun 2020

REALISASI
No JEF"S Target 2020 %
Penerimaan Biior,
it s/d Bulan lalu s/d Bulan Ini
Desember
Pajak
1 Kendaraan 145.491.356.001,18 | 15.793.841 | 134.760.389.100 150.554.230.725 103,48
Bermotor

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga

Tabel V.5 Target dan Realisasi Keringanan PKB Tahun 2021

REALISASI
No | . Jenis Target 2021 %
Penerimaan AQUSE
gustus- s/d Bulan lalu s/d Bulan Ini
Desember
Pajak
1 Kendaraan 167.084.257.756,17 | 17.756.607.750 153.114.114.562 170.870.722.312 102,27
Bermotor

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga
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Berdasarkan data tabel diatas menurut analisis saya bahwasanya dari target
realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 dan 2021 memang sudah

mencapai target yang telah ada bahkan sudah melebihi dari target yang telah

program i . A ) elebihi dari target
penerimaa

b. Kurun

Pengelolaan Pe atan Si ja | mencapai target

No. Periode A Tanggal
1 Pertama 2020 17 Maret-15 Desember
2 Kedua 2021 9 Agustus- Desember

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022

pada pukul 09.10 WIB beliau pada mengatakan bahwasanya:
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“Ya, dengan diberlakukannya periode pelaksanaan program ini selama 2
tahun masyarakat sudah cukup memanfaatkan nya dengan baik. Yang mana bisa
dilihat mereka cukup taat dalam memanfaatkan program yang sedang
diberlakukan”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas makas.dapat di analisis bahwa
perpanjangan-periode program penghapusan denda administrasi.sebagai langkah
awal dari taatnya masyarakat dalam memanfaatkan program pembayaran pajak
kendaraan bermotor pada:masa‘pandemi covid-19.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Menurut Ibu
Kepala Sub Bagian pada tanggal 16 April 2022 pada pukul 09.15 WIB
berpendapat bahwa:

“Program  penghapusan/pemutihan tujuannya, dalam rangka membantu
masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Yang mana.diketahui tingkat
perekonomian _masyrakat Itu..menurun. Dengan . diadaknnya program ini
diharapakan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan ternyata
benar masyarakat memanfaatkannya sehingga program ini berjalan dengan
efektif di tengah'pandemi covid-19 yang melanda ",

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwasanya
program ini diberlakukan untuk meringankan beban masyarakat terhadap wajib
pajak ditengah masa pandemi covid-19. Yang mana program ini juga sudah
berjalan efektif.

Berdasarkan Hasil Observasi peneliti di lapangan melihat bahwa melalui
program penghapusan denda adminstrasi pajak kendaraan bermotor ini sudah
berjalan cukup efektif baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Meskipun harus

memberikan perpanjangan waktu cukup panjang untuk pelaksanaan program

tersebut.
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2. Integrasi
Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil

(outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi

mengadak
tujuan. Se

komunikasi

proses sosia

a. Prosedur c

Usaha Unit Pelaksana Teknis. Ibu Chintia Idriyani, SHi. Diruang kerja Tata Usaha
Unit Pelaksana Teknis beliau mengatakan bahwa:

“Ya sangat jelas ya, karna dimana saat masyarakat yang hendak membayar
pajak didalam pelaksanaanya masyarakat di wajibkan mengisi formulir
permohonan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
yang telah disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan
Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru atau Kantor Samsat Kota
Pekanbaru”. (Sabtu 16 April 2022 Jam 11.05)
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Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwasanya
prosedur atau persyaratan yang dilakukan sudah jelas adanya dikarenakan

masyarakat wajib mengisi formulir permohonan penghapusan denda administrasi

program penghapusan de adminsitasi pajak ; )ermotor pada masa
pandemi ¢ iali ahaman kepada
masyarakat terka ’ ¢ ghapu 1 ajak kendaraan

bermotor ini ata a i kannya. Hal ini sesuai

“Betul, jadi kita mensosialisasikannya itu memang gencar sekali. Masif ya
bisa dibilang baik dimedia massa, sosial, melalui baliho, spanduk. Pasar-pasar di
pusat keramaian. Hingga masyarakat tau dan segera melaksanakannya”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwasanya

sosialisasi pasti tentu ada. Agar masyarakat dapat mengetahuinya dan segera

melaksanakannya. Dimana sosialisasi nya pada media massa, spanduk dan baliho.
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Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ratno salah satu masyarakat
yang berada di Kantor Samsat. Pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 pukul
10.10 WIB beliau mengatakan:

“Sebenarnya saya mendapat info program penghapusan denda adminstrasi
pajak kendaraan bermotor ini dari broadcast whatsapp. Tepatnya teman sekantor
saya. Awalnya saya ragu karna terkadang kebanyakan hoax ya. Lalu saya datang
memang untuk membayar pajak nah bertepatan dengan waktu yang masih
diberlakukannya dan ternyata.tepat didepan kantor samsat ini ada baliho yang
terpampang tentang info\program ini .

Berdasarkan wawancara diatas dapat dianalisis bahwasanya salah satu
masyarakat pun juga ikut mensosialisasi tentang adanya program ini melalui
pesan broadcast dari satu orang ke orang yang lain.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa sosialisasi
yang diberikan kepada masyarakat masih kurang.maksimal. Dikarenakan spanduk
atau baliho hanya di letakkan pada Kantor Samsat saja. Tidak diletak pada tempat
yang sering dilalut masyarakat seperti jalan‘raya.-Sehingga jika masyarakat yang
belum datang membayar ke kantor samsat tidak akan tahu akan info tersebut.

3. Adaptasi

Adaptasi ialah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian
tenaga kerja.

Adaptasi juga merupakan suatu proses menyesuaikan diri terhadap
perubahan —perubahan yang ada disekitarnya. Adaptasi terdiri dari beberapa fakta
yaitu, (1) Peningkatan kemampuan, (2) Sarana prasarana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan

penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan
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menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah

tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif.

a. Peningkatan kemampuan para pegawai beradaptasi pada masa pandemi
covid-19

Pada iIndikator ini kita akan mengetahui terkait dengan adaptasi para
pegawai kantor samsat pada_masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru. Hal ini
sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 April
2022 pukul ~10.20WIB, dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, beliau
mengatakan :

“Mulai tahun 2020, kita memang langsung beradaptasi dengan situasi
pandemi covid-19 ini. Sarana dan prasarana kita langsung memenuhi standar
protokol kesehatan. Dengan menyediakan cuci tangan, handsanitizer,membuat
jarak pada kursi tunggu serta-memeriksa.suhu-tubuh. Setiap wajib pajak yang

memasuki ruangan juga membatasi orang yang wajib pajak dan menjaga jarak
dalam ruangan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat-dianalisis bahwa para pegawai
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota
Pekanbaru atau Kantor Samsat Kota Pekanbaru secara sigap dapat beradaptasi
dengan situasi pandemi covid-19 ni.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwasanya sarana dan prasarana
didalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor
pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Samsat atau di Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru ini sudah cukup
mempuni. Hanya saja peneliti melihat bahwasanya wajib pajak yang memasuki
ruangan hanya beberapa orang saja yang dicek suhu tubuhnya. Sementara disini

kita tidak mengetahui orang mana kah yang mempunyai gejala terpapar covid-19.
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b. Selalu taat akan protokol kesehatan
Dalam hal ini terkait dengan protokol kesehatan apakah para pegawai serta

masyarakat di Kantor samsat Kota Pekanbaru dapat taat dengan mematuhi

esehatan yang

untuk jaga

Berd 2 diatas dapat diar a a para pegwai

“Iya, tetapi awalnya amiliar ya sama prokes yang
diterapkan saat ini. Tapi karna | engingatkan secara tegas

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwa

masyarakat masih belum terbiasa dengan keadaan yang mengaharuskan untuk

menaati aturan tentang protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.
Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan bahwasannya masih kurang

kesadaran masyarakat akan mencuci tangan setelah memegang uang yang akan

diberikan kepada staff kasi pembayaran pajak. Yang mana diketahui uang ialah
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salah satu faktor penyebab yang dapat menularkan dengan cepat penyebaran virus
covid-19 ini.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kassubag Tata Usaha Ibu
Yulia pada hari_Sabtu tanggal.16 April 2022 pada pukul. 10.35 WIB berikut
kutipan hasil wawancaranya:

“Kendala persyaratan_yangtidak dengkap yaitu terkait KTP asli. Yang
mana syarat wajibnya.ya. Kadang masyarakat ‘inizmembeli motor bekas dari
pihak ke dua jadi tidak langsung dibalik namakan dan masih  memakai KTP
pemilik lama. Giliran dia membayar pajak di tahun berikutnya pemilik lama
sudah tidak bisa dihubungi. Jadi mereka tidak lagi bisa memakai KTP pemilik
asli (pemilik pertama).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwa salah
satu kendala dimasyarakat yang terjadi pada saat pembayaran pajak yakni tidak
langsung membalik namakan.kendaraan yang. telah dibeli bekas dari pihak
pertama. Yang mana jika hendak membayar pajak yang dibutuhkan KTP pemilik
aslinya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu Bapak

Bambang di Kantor Samsat. Beliau mengatakan:

“Kalau dilihat-lihat para pegawai disini tetap melayani sesuai SOP yang
telah ditetapkan ya. Serta juga mengikuti Standar pelayanan yang ada ”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa para
pegawai di Kantor Samsat melakukan kinerja yang baik yang mana sudah sesuai
SOP yang telah ditetapkan. (Senin 18 April 2022 Jam 10.50)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan
bahwa masih banyak nya kendala yang terjadi pada saat pembayaran pajak yang

terdapat pada wajib pajak itu sendiri yang mana salah satunya pada KTP. Dan
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juga observasi penulis di lapangan tentang para pegawai memiliki Kinerja yang
cepat dan tanggap yang sedang melakukan pelayanan pembayaran wajib pajak

kepada masyrakat.

Bermotor 'Pa sa F s OVIC : Kota Pekanbaru
penulis mene erapa ha ) anaannya, adapun

hambatan te

beberapa orang saja yang dicek suhu tubuhnya.

4. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak Samsat terkait masyarakat
yang tidak langsung membaliknamakan kendaraan tersebut dengan
pemilik lama. Sehingga pada saat pembayaran pajak berlangsung yang

dibutuhkan ialah KTP asli dari pemilik kendaraan sebelumnya.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan

administrasi pajak kendaraan bermotor masyarakat di wajibkan mengisi formulir
permohonan penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang
telah disediakan oleh Pembina Samsat Kota Pekanbaru. Serta melaksanakan
sosialisasi penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa
pandemi Covid-19 kepada masyarakat menggunakan spanduk dan baliho serta

media massa online lainnya.

78
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3. Adaptasi

Dalam indikator adaptasi yaitu suatu proses menyesuaikan diri terhadap

perubahan — perubahan yang ada disekitarnya. Didalam masa pandemi covid-19

masyarakat masih ikut terdampak akibat pandemi ini.

3. Menurut penulis kepada para pegawai Kantor Samsat Simpang Tiga agar
lebih tegas lagi kepada wajib pajak yang ingin memasuki ruangan
pemabayaran pajak terkait prorokol kesehatan yang sedang dilaksanakan.
Setidaknya para masyarakat serta para pegawai bisa lebih waspada

terhadap gejala virus covid-19 ini walau di kerumunan khalayak ramai.
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